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SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Assalamu’alaikum warahmatullahir wabarakatuh

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan
yang baik, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan
dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Buku ini berupaya menyajikan perihal baik yang bersifat teoritis
maupun teknis berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Materi yang disajikan dapat dikatakan sudah mencukupi semua aspek yang
berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti jenis
dan hierarki peratuan perundang-undangan, materi muatan peraturan
perundang-undangan, bahasa peraturan perundang-undangan, lembaga
pembentuk peraturan perundang-undangan, tahapan pembentukan peraturan
perundang-undangan, teknis penyusunan kerangka peraturan perundang-
undangan, dan teknis penyusunan materi muatan batang tubuh peraturan
perundang-undangan.

Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini bermanfaat, amin.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, November 2020

Khairuddin



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum warahmatullahir wabarakatuh

Alhamdulillah, ucapan syukur yang dalam penulis panjatkan kehadirat
Allah SWT atas limpahan rahmat, inayah, dan hidayah-Nya, penulisan buku
ini akhirnya dapat diselesaikan. Penulisan buku ini merupakan bagian dari
pelaksanaan kewajiban penulis melaksanakan tridharma perguruan tinggi
selaku dosen pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Dekan Fakultas Syariah atas kesempatan dan kepercayaan yang telah
diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada semua pihak yang
telah membantu terlaksananya penulisan buku ini. Semoga Allah SWT
menilai segala bantuan yang diberikan sebagai amal ibadah dan memberikan
balasan yang terbaik.

Akhirnya dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis
menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, baik dari cakupan
materi maupun dari teknis penulisan. Oleh karena itu penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca untuk
memperbaiki buku ini dimasa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahir wabarakatuh

Bandar Lampung, November 2020

Marwin
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